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ABSTRAK

PENGATURAN DALUWARSA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

HOIRUL MUKMININ

Pengaturan daluwarsa dalam hukum pidana merupakan batas waktu bagi negara
untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Dalam konteks anak yang
berhadapan dengan hukum, pengaturan tersebut seharusnya mencerminkan prinsip
perlindungan anak. Namun, ketentuan daluwarsa terhadap pelaku anak belum diatur
secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum
pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pengaturannya ditinjau dari prinsip
perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan yuridis normatif, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif
berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan
daluwarsa terhadap pelaku anak masih mengacu pada ketentuan KUHP dengan
adanya pengurangan jangka waktu sebagai bentuk perlakuan khusus. Namun,
pengaturan tersebut belum dirumuskan secara khusus dalam Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, ketentuan yang berlaku belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak, karena masih bersifat
formal dan belum mempertimbangkan secara optimal aspek kepentingan terbaik
bagi anak, keadilan restoratif, serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Daluwarsa, Pelaku Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak



ABSTRACT

THE REGULATION OF THE STATUTE OF LIMITATIONS FOR
CRIMINAL OFFENSES COMMITTED BY JUVENILE OFFENDERS
FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 11 OF 2012 ON THE

JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

HOIRUL MUKMININ

The statute of limitations in criminal law constitutes a time limit for the state to
conduct prosecution and execute criminal sanctions. In the context of children in
conflict with the law, such regulation should reflect the principles of child
protection. However, provisions regarding the statute of limitations for juvenile
offenders have not been specifically regulated in Law Number 11 of 2012 on the
Juvenile Criminal Justice System. The problem examined in this study concerns
how the statute of limitations for criminal offenses committed by juvenile offenders
is regulated within the Indonesian criminal law system based on the Criminal Code
and the Juvenile Criminal Justice System Law, as well as how such regulation is
assessed from the perspective of child protection principles. This study employs a
normative legal research method with a normative juridical approach and is
analyzed descriptively and qualitatively based on secondary data. The results
indicate that the regulation of the statute of limitations for juvenile offenders still
refers to the provisions of the Criminal Code, with a reduction in the limitation
period as a form of special treatment. However, such regulation has not been
specifically formulated within the Juvenile Criminal Justice System Law.
Furthermore, the existing provisions have not fully reflected the principles of child
protection, as they remain formalistic and have not optimally considered the best
interests of the child, restorative justice, as well as the objectives of guidance and
rehabilitation.

Keywords: Statute of Limitations, Juvenile Offenders, Juvenile Criminal Justice
System
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan suatu bangsa karena
mereka akan menjadi generasi yang melanjutkan pembangunan di masa mendatang.
Oleh sebab itu, keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan
yang memadai dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara.
Perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan
dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, tetapi juga mencakup
perlindungan terhadap hak-hak anak ketika mereka berada dalam situasi yang
berhubungan dengan hukum. Dalam kenyataannya, anak dapat saja terlibat dalam
suatu peristiwa pidana, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Keterlibatan
anak dalam proses hukum pidana dapat menimbulkan dampak yang cukup besar
terhadap perkembangan serta masa depan mereka, sehingga diperlukan sistem
hukum yang mampu memberikan perlakuan khusus kepada anak agar hak-haknya
tetap terlindungi.!

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum hingga saat ini masih
menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Laporan dari Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus anak yang
berhadapan dengan hukum masih terus ditemukan dari tahun ke tahun. Anak yang

berhadapan dengan hukum dalam hal ini mencakup anak yang menjadi pelaku,

! Atila Amalia Bachmid, “Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak :
Kebijakan = Dan  Pelaksanaannya  Di  Indonesia” Vol. 6, No. 1  (20295),
https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838, him 87-96.
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korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Fenomena tersebut menunjukkan
bahwa persoalan anak dalam sistem hukum pidana merupakan isu yang perlu
mendapatkan perhatian serius, terutama dalam upaya memastikan bahwa proses
hukum yang dijalankan tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak.’

Fenomenanya menunjukkan meningkatnya Kketerlibatan mereka dalam
berbagai peristiwa pidana, akhirnya menggambarkan adanya persoalan sosial yang
lebih luas, seperti pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi keluarga, serta
perkembangan teknologi informasi. Dalam beberapa kasus, keterlibatan anak dalam
tindak pidana tidak terlepas dari faktor eksternal yang memengaruhi perilaku anak,
sehingga penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana
dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu memberikan pendekatan
khusus terhadap anak agar proses penegakan hukum tetap memperhatikan aspek
perlindungan dan perkembangan anak.’

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum
kepada anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia telah
menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penanganan perkara
pidana yang melibatkan anak, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan
putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa proses

peradilan yang melibatkan anak harus mengutamakan prinsip perlindungan anak,

2 Anggara Setiawan and Djoko Sumaryanto, “Perlindungan Terhadap Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum,” Jurnal Magister llmu Hukum “DEKRIT” 12, no. 1 (2022), him 41—
61, https://doi.org:10.14710/Ir.v14i2.20833.

% Andri Winjaya Laksana, “Daluwarsa dalam Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal lus Qula
lustum, Vol. 25, No. 3 (2018), https://doi.org:10.20885/iustum.vol25.iss3.art5.




kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), serta mengedepankan
pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum
terhadap anak tidak semata-mata untuk memberikan sanksi pidana, tetapi juga
untuk melakukan pembinaan dan pemulihan agar anak dapat kembali menjalani
kehidupan sosial secara wajar di masyarakat.*

Di samping itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal pula konsep
daluwarsa yang berkaitan dengan batas waktu negara dalam melakukan penuntutan
terhadap suatu tindak pidana. Daluwarsa merupakan salah satu alasan yang
menyebabkan hilangnya kewenangan negara untuk menuntut atau menjatuhkan
pidana kepada pelaku setelah jangka waktu tertentu terlampaui. Pengaturan
mengenai daluwarsa dalam hukum pidana Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal
78 sampai dengan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
mengatur mengenai jangka waktu penuntutan berdasarkan tingkat ancaman pidana
dari suatu tindak pidana.’

Keberadaan ketentuan daluwarsa dalam hukum pidana memiliki tujuan
penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satu tujuan utama dari daluwarsa
adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam
suatu perkara pidana. Selain itu, daluwarsa juga dimaksudkan untuk menjaga
efektivitas penegakan hukum, mengingat bahwa seiring berjalannya waktu

kemungkinan untuk menemukan alat bukti yang kuat akan semakin berkurang.

* Adami Chazawi, (2019), Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
him. 123.

® Atila Amalia Bachmid, “Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak :
Kebijakan = Dan  Pelaksanaannya  Di  Indonesia” Vol. 6, No. 1 (2025),
https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838, him 87-96.
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Bukti dapat hilang atau rusak, sementara saksi yang mengetahui peristiwa tersebut
dapat mengalami kesulitan dalam mengingat kejadian yang telah lama terjadi. Oleh
karena itu, pembatasan waktu penuntutan melalui ketentuan daluwarsa dipandang
sebagai mekanisme hukum yang penting dalam menjaga kepastian dan efisiensi
dalam proses peradilan pidana.®

Dalam KUHP, lamanya jangka waktu daluwarsa penuntutan ditentukan
berdasarkan tingkat berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Pasal 78
ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa hak negara untuk menuntut suatu tindak pidana
akan hapus setelah jangka waktu tertentu, yang lamanya disesuaikan dengan
ancaman pidana dari tindak pidana tersebut. Semakin berat ancaman pidana yang
diatur dalam undang-undang, maka semakin panjang pula jangka waktu daluwarsa
yang diberikan bagi negara untuk melakukan penuntutan.’

Selain  mengatur mengenai daluwarsa secara umum, KUHP juga
memberikan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih berusia
di bawah delapan belas tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 78 ayat (2) KUHP, yang
menyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang pada
saat melakukan perbuatan tersebut belum berusia delapan belas tahun, maka jangka
waktu daluwarsa penuntutan dikurangi sepertiga dari jangka waktu yang berlaku

bagi orang dewasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana

® Anggara Setiawan and Djoko Sumaryanto, “Perlindungan Terhadap Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum,” Jurnal Magister llmu Hukum “DEKRIT” 12, no. 1 (2022), him 41—
61, https://doi.org:10.14710/Ir.v14i2.20833.

" Marlina, (2018), Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama), him.

45,



memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang melakukan tindak pidana
sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dalam proses penegakan hukum.®

Meskipun demikian, pengaturan mengenai daluwarsa terhadap pelaku anak
masih menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif perlindungan anak. Di
satu sisi, pengurangan masa daluwarsa dapat memberikan perlindungan bagi anak
agar tidak terlalu lama berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang dapat
memengaruhi perkembangan psikologisnya. Namun di sisi lain, ketentuan tersebut
juga dapat menimbulkan perdebatan terkait dengan kepastian hukum serta rasa
keadilan bagi korban maupun masyarakat apabila suatu tindak pidana tidak lagi
dapat dituntut karena telah melewati batas waktu yang ditentukan.’

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan
bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak harus mengutamakan
perlindungan terhadap hak-hak anak serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi
anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah pengaturan mengenai
daluwarsa terhadap pelaku anak telah selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan
anak yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Pengaturan mengenai pengurangan masa daluwarsa bagi pelaku yang masih
berusia anak menunjukkan adanya upaya hukum untuk memberikan perlindungan
khusus dalam sistem hukum pidana. Ketentuan tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap

perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh

® Andi Hamzah, (2022), Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), him. 148.
% Andri Winjaya Laksa, “Daluwarsa dalam Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal lus Qula
lustum, Vol. 25, No. 3 (2018), https://doi.org:10.20885/iustum.vol25.iss3.art5.




karena itu, kebijakan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemberian
sanksi pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan serta pemulihan
agar anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi
secara sosial dalam masyarakat.'®

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan daluwarsa
dalam hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan upaya perlindungan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian
lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaturan daluwarsa tindak pidana
terhadap pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia serta sejauh mana
ketentuan tersebut ditinjau dari prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaturan
Daluwarsa Tindak Pidana Terhadap Pelaku Anak dalam Perspektif Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak
dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak?

1 Anggara Setiawan and Djoko Sumaryanto, “Perlindungan Terhadap Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum,” Jurnal Magister llmu Hukum “DEKRIT” 12, no. 1 (2022), him 41—
61, https://doi.org:10.14710/Ir.v14i2.20833. Setiawan and Sumaryanto.




2. Bagaimanakah pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak
ditinjau dari prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak?
C. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan daluwarsa tindak pidana
terhadap pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta membahasa mengenai pengaturan
daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak ditinjau dari prinsip perlindungan
anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, penelitian ini tetap
membuka kemungkinan untuk menyinggung aspek-aspek lain yang dianggap
relevan dengan isu pokok penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pengaturan
daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum
pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, serta apakah pengaturan daluwarsa tindak

pidana terhadap pelaku anak ditinjau dari prinsip perlindungan anak



sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Untuk memahami pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap
pelaku anak apakah ditinjau dari prinsip perlindungan anak
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya asas
perlindungan anak, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi
anak.

2. Manfaat penelitian
Adapun Manfaat penelitian didalam skripsi ini yaitu :
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
kemajuan ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan
pengaturan daluwarsa tindak pidana dalam kaitannya dengan anak
sebagai pelaku. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh
pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketentuan
daluwarsa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ditempatkan dalam sistem peradilan pidana anak, serta mengetahui
pengaturan tersebut sudah selaras dengan prinsip perlindungan anak
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.



b. Manfaat Praktis
Secara praktis, Hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi
pihak berwenang dalam penegakan hukum, terutama bagi aparat
penegak hukum dalam menegakkan aturan terkait batas waktu
hukum untuk kasus yang melibatkan anak. Lebih dari itu, studi ini
juga diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat
dan kalangan akademis tentang pentingnya memperhatikan keadilan
dan perlindungan anak dalam setiap tahapan hukum, termasuk saat
negara sudah kehilangan hak untuk menuntut karena telah melewati
batas waktu.
E. Kerangka Konseptual
Agar bisa memahami dan menjelaskan dengan lebih jelas mengenai topik
ini, beberapa penjelasan dan arti akan disampaikan dalam kerangka konseptual,
yaitu:
1. Daluwarsa
Daluwarsa merupakan alasan hapusnya kewenangan negara dalam
bidang hukum pidana karena waktu yang sudah melampaui batas yang
ditentukan undang-undang.™*
2. Tindak pidana
Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang

pidana dan terkena hukuman pidana. Ini berarti, setiap tindakan yang sesuai

! Moeljatno. 2018, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, him 46.
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dengan kriteria yang ditentukan dalam hukum pidana dapat dianggap sebagai
tindak pidana.*?
Pelaku Anak

Pelaku anak adalah anak yang melakukan perbuatan yang
dikategorikan sebagai tindak pidana, namun karena usianya, anak tersebut
mendapat perlakuan hukum khusus. Sistem hukum anak menekankan
rehabilitasi, pembinaan, dan perlindungan daripada semata-mata hukuman.*®
Perspektif

Perspektif adalah cara pandang yang digunakan untuk menilai,
memahami, dan menjelaskan suatu fenomena sosial berdasarkan latar belakang
pengetahuan, pengalaman, dan nilai yang dimiliki seseorang atau kelompok.**
Review Studi Terdahulu yang Relevan

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dan dapat

dijadikan bahan perbandingan.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No. Judul Penulis Hasil Penelitian
1 Analisis  Hukum | Parlindungan Penelitian ini membahas mengenai
tentang Daluwarsa | Rambe, Tesis, | konsep daluwarsa penuntutan dalam
dalam Perkara | Program hukum  pidana  Indonesia  serta
Tindak Pidana | Magister  (S2) | bagaimana daluwarsa dapat
Korupsi ~ Ditinjau | llmu  Hukum, | menyebabkan hapusnya kewenangan
dari Hukum Positif | Universitas negara untuk menuntut pelaku tindak
Indonesia Muhammadiyah | pidana. Penelitian menggunakan metode
Sumatera Utara | yuridis normatif dengan menganalisis
(2024) ketentuan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, khususnya Pasal 78
KUHP yang mengatur tenggang waktu
daluwarsa penuntutan. Hasil penelitian

2 Andi Muhammad Sofyan and M Aris Munandar, 2021, Aspek Hukum Pelayanan

Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi, 1st ed. (Jakarta: Kencana) him 119.

3 |smail Pettanasse and Febrina Hertika Rani, 2024 Hukum Perlindungan Anak Di

Indonesia, 2nd ed. (Palembang: CV. Amanah) him 20-23.

Y Suryana, D. (2017). Pendekatan dan Perspektif dalam Kajian Sosial. Jurnal Ilmu Sosial

Humaniora, 6(2), 123-132.
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menunjukkan bahwa daluwarsa
merupakan  jangka waktu yang
ditentukan oleh undang-undang untuk
menuntut seseorang atas suatu tindak
pidana, sehingga apabila jangka waktu
tersebut telah terlampaui maka hak
negara untuk melakukan penuntutan
menjadi gugur.

Efektivitas
Penghentian
Penuntutan
terhadap  Pelaku
Anak dalam Sistem
Peradilan  Pidana
Anak

W.  Khodijah,
Tesis, Program
Magister  (S2)
llmu  Hukum,
Universitas
Islam Sultan
Agung
Semarang
(2025)

Penelitian ini menganalisis bagaimana
mekanisme penghentian  penuntutan
terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum dalam sistem peradilan pidana
anak di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menekankan
penyelesaian perkara anak melalui
pendekatan restorative justice dan
diversi guna menghindarkan anak dari
dampak negatif proses peradilan pidana
formal. Sistem peradilan pidana anak
tidak  hanya  berorientasi  pada
pemidanaan, tetapi juga  pada
perlindungan masa depan anak serta
pemulihan hubungan antara pelaku,
korban, dan masyarakat

Proses Penyidikan
terhadap Anak
yang Berhadapan
dengan Hukum
dalam Sistem
Peradilan  Pidana
Anak di Indonesia

Nabilla Fitrinia
Islamy,
Skripsi,
Program Studi
lImu Hukum,
Fakultas
Hukum,
Universitas
Darul Ulum
(2024)

Penelitian  ini  membahas proses
penyidikan  terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dalam sistem
peradilan pidana anak di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proses penanganan perkara anak harus
memperhatikan  prinsip  kepentingan
terbaik bagi anak, perlindungan hak-hak
anak, serta ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak
sebagai pelaku tindak pidana tetap dapat
diproses secara hukum, namun
penanganannya harus
mempertimbangkan  usia,  kondisi
psikologis, serta masa depan anak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa
kajian mengenai daluwarsa tindak pidana maupun sistem peradilan pidana anak

telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda. Penelitian
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Parlindungan Rambe membahas mengenai konsep daluwarsa penuntutan dalam
perkara tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian W.
Khodijah menitikberatkan pada efektivitas penghentian penuntutan terhadap pelaku
anak melalui mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Sementara
itu, penelitian Nabilla Fitrinia Islamy mengkaji proses penyidikan terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Berbeda
dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus membahas
pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum
pidana Indonesia berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menganalisis apakah
pengaturan tersebut ditinjau dari prinsip perlindungan anak. Dengan demikian,
penelitian ini memiliki fokus kajian yang lebih spesifik mengenai hubungan antara
daluwarsa penuntutan pidana dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana
anak.
G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif,

yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma

hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan dan doktrin hukum®

2. Sumber Data

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2021). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
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Sumber data yang akan digunakan ialah data sekunder, yaitu data

diperoleh melalui cara yang tidak langsung dari objek penelitian atau

sumber tertulis, berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil

penelitian, artikel, buku, serta dokumen hukum yang relevan dengan

pokok penelitian.*®

Data dalam penelitian ini terdiri atas:

a.

1)

2)

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber hukum yang bersifat secara
sah. Bahan ini meliputi:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidan

Anak

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum yang
memberikan penjelasan, analisis, serta interpretasi terhadap bahan
hukum primer. Sumber ini berupa peraturan perundang-udangan,
jurnal ilmiah, buku, artikel, hasil penelitian, serta pandanagn para
pakar hukum yang memiliki relevansi
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber hukum yang berfungsi

untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan

16 Syafliansah et al., Metode Penelitian Hukum, 1st ed. (Yogyakarta: Zahir Publishing,

2025), him 84.
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hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahas
indonesia, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya.*’
3. Metode Pengumpulan Data
Data diperoleh melalui penelitian studi pustaka (literature
research), yang mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, serta bahan bukum tersier.
4. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan metode
penelitian hukum normatif (normative legal research) melaui
pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam
masyarakat.'® Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan disajikan
dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis, logis dan konsisten.
H. Sistematika Penulisan
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang yang melandasi penelitian,
rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas kajian teoritis serta konsep-konsep yang berkaitan

dengan objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum

17 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Handayani, and Farkhani, Metodologi Riset Hukum, 1st
ed. (Sukaharjo: Oase Pustaka, 2020).

'8 Tim Penyusun FH UMP, Pedoman Penulisan Skripsi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika
Offset, 2024), him 17.



15

tentang tindak pidana, konsep daluwarsa dalam hukum pidana, pengertian
pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak, serta perspektif yang
digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini.
BAB |1l PEMBAHASAN
Bab ini membahas mengenai pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap
pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta membahasa mengenai
pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak telah ditinjau dari
prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA
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